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Tulisan ini-mencakup. gambazan te'_' ang -
pelanggaran hukum lingkungan htdup'smtaﬂ-_,
permasalahannya, penegakan hukum atas
pelanggaran tersebut, serta Poin-dldaiam .
penewakan hukum tersebutsuda hbatang tentu,

juga akan menymg ung sedxklt tentang

peranan instansi lain yang diharapkan bersama-
sama Polri didalam suatu penyelenggaraan
kebijaksanaan penegakan hukum terpadu (in-
tegrated enforcement police) sehingga pene-
gakan hukum benar-benar dapat menimbulkan
dampak jera dan daya tangkal terhadap peng-
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rusakan lingkungan hidup di negara kita.

Pelanggaran ketentuan hngkungan hldup-

di Indonesia telah tertuang dalam undang-un-
dang; yang: pada umumnya bersumber dari
adanya: limbak cir baik dari-Industri maupun

rumalytangga, pclu51 udara.dan ke; ucakan ;

lingkungan hidup, =~

limbah Industri memiliki dampak yang paling

kompleks karena pencemarannya secara lang- .
sung mempengaruhihajat hidup inasyarakat. -
secara luas, sehingga membawa.reaksiyang-

cukupserius. Sementara itu pembangun:yang
dilaksanakan oleh pemerintah selama’ind seba-
gian terbesar-bergerak dibidang industri
dengan pemanfaatan-kekayaan alam:untuk
kegiatan industriyang berlebihan dan tidak
terkendali :akan.berdampak:pada perusakan
maupun pencemaran fingkungan. Limbah
Indlustii yang tidak dikelola secara baik akan
mengakibatkan' pencemaran.lingkungan
terutama lingkangan -pemukiman. bila
kawasan industi tersebut berdekatan dengan
kawasan pemukiman serta mencemari media
lingkungan Jainnya‘yang dimanfaatkan oleh
masyarakat'seperti sungai, danau dan Jaut,
““Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari
kegiatan industri pada umumnya merupakan
dampak dari operasionalisasi maupun limbah

yang dihasilkandari kegiatan indushii tersebut -

yang tidak dikelola secara baik, bahkan limbah
rumah tanggapun yang mengandung zat/ba-
han yang berbahaya bagi kehidupan, dalam ke-
adaan testentu akan mengakibatkan pencemar—
an lingkungan.

Disamping itu, Pembangunan liar yang
dilakikan oleh masyarakat yang mencari emas
seperti pedalaman Kalimantan maupun
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penebangan hutan yang tidak terkendali dapat -
berakibat merusak lngkungan, pengrusakan
cagar alam dén cagar budaya merupakan
tindakan yang berkaitan dengan Kerusakan -
lingkungan hidup. Sementara kendaraan ber-
motor yang semakin bertambah jumiahnya di

i - kota-kota besar akan menimbulkan pence- -
Tariketiga kelompak pei aﬁggalan keten— 3
tuan ter hacinp lingkungan hidup tersebutmaka -

maran: udara."Kesemuanya itu merupakan
tantangan bagi penegakan hukum lingkungan
yang ternyala beriingkup sangat luas: dan:tne-

nyentuh .aspek-aspek kegiatan pembangunan

dan kemajuan masyarakat. Dalam kaitan ini
muncul dilema bagi masyarakat yaitu.antara
tuntutan bagi kebutuhan hidup dan-tuntutan
kemajuan dengan pemeliharaan lingkungan
agar tidak rusak den tidak tercemar, lagi pula
akibat pericemaran dan perusakan tidak cepat
terasa atau terlihat oleh warga masyarakat itu
sendm ; B TR

Dengan semakin berkembangnya - industri
dan perdagangan antar negara, ternyata bahwa
pencémaran dan pengrusakan lingkungan tidak
hanya bersumber daii-dalam negeri. Beberapa
kasus menunjukkan adanya pembuangan
limbah di perairan Indonesia, bahkar: ada yang
diekspor melalui. peti kemas untuk dibuang di
wilayah Indonesia. Hal ini menunjukan, bahwa
apabila kewaspadaan kita lemah s
upaya penegakkan hukum lingkur
kurang berfungsi, negara kita akan dibanyiri oleh~
buangan-bungan llminah dari negara maju yang
penegakkan hukum lingkungannya lebih ketat,
bahkan memungkinkan ada crang-orang yang
menawarkan jasa untuk impor limbah dan
dibuah seenaknya di Indonesia, di kawasan
yang luput dari jangkuan pengawasan.

Sebagai ilustras, dalam tahun 1997 di daerah
Jawa Barat setidaknya telah terjadi tiga kali




kasus: menonjol yang ditangani oleh Polda

Jabar. Ketiga kasus tersebut menyangkut pen- -
cemaran lingkungan industri di Cimahi, De- -

yeuhkolot dan Leuwi Gajah dengan jumiah ar-
eal seluas 3,5 hekter yang sampai saat ini masih
dalam proses penyidikan yaknimenunggu hasil
pemeriksaan samypel di Laboratorium.
‘Sebagai negara yang sedang menuju era

Industrialisasi, Indonesia memandang pene-
gakkan hukum- dibidang lingkungan hidup .
harus dilaksanakan seiring dengan kebijakan -
pembangunan nasionai.guna tercapainya”

masyarakat adil dan makmur serta terpeli-

haranya lingkungan dengan daya: dukungnya:

untuk:kepentingan kelangsungan masa depan
kehidupan bangsa. Meskipuritelah banyak ke-
tentuan ‘dan peraturan perundang-undangan

{ordonasi} yang pada hakekatnya berkaitan -
dengan segi-segi lingkungan hidup. Namun:

kepeduiian terhadap urgensi penegak hukum
lingkungan, baru mulai nampak sejak tahun
1980-an, yakni tentang pokok-pokok pengelo-
laan lingkungan hidup (UULH) yang diikuti
oleh berbagai ketentuan seperti; Peraturan

Pemeriniah, Surat Edaran Menteri, yang men- =

‘Beberapa kasus -
‘menunjukkan adanya
pembuangan limbah

di perairan Incioléesia,

bahkan ada yang diekspor melalui peti
kemas untuk dlbuang di wﬂayah N

Indonesia.

cantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran
andang-undang fefsebut. Hal ini membawa
konsekwensi bahwa Polri sebagai bagian dari
aparal penegak hukum dalam kerangka sistim
peradilan pidana (criminal justrice system) perhi -
memberi perhatian khusus terhadap upaya:
upaya penegakkannya sebagaimana pidana -
lainnya guna pemehhalaan dan pembinaan
Kamtibmas. : -
-Adapun alasan. menciasar bagl negara-ne~ :
gara diberbagai belahan dunia untuk meman- .
dang penegak-hukum: lmgkungan se%ag’u hal-:
yang penting antara lain : :
1. -+ Penegak hukum hngkungan mer upakan
'-langka 1 untuk melindungi pelestarian
% sumberdaya alam dan daya dukungnya,
‘sehingga dapat tercipta lingkungan yang
schat-dan baik bagi semua orang.
2. Sebagai sarana untuk menciptakan ke-
~adiian melalui penerapan sanksi hukum
kepada para pihak yang ketaatannya ren-
.dah, yang mengambil keuntungan de--
- ngan mengambil kemtungan melangsaz
* hukum. : :
3. Penegakkan hukum yang dl aksana%an
secara tegas dan konsisten merupakan
langkah efisien, karena timbulnya pelang-
*garan terhadap sumber daya alam dan
_‘ekosistem yang pemulihannya memer-
lukan biaya yang cukup besar.
4. ~Diundangkan suatu peraturan adalah
- untuk ditaati dan dilaksanzkan secara
* konsistein melalui berbagai bentuk sanksi
. pidana dan perdata yang akan berdam-
- pak positif kepada kredibilitas pemerintah
khususnya penegak hukum. Tindakan
administratif dapat berwujud pencabutan
ijin usaha bagi perusahaan pelaku tindak
pidana lingkungan hidup dar tindak-

BLUSAK, EOSI NGO, 421 898




- tindakan-tindakan-lain yang- élperlukan'

untuke penerhban

Tindakan menurut l\etentuan pasal 4 35
UUNo.23 tahun ‘1997 (UUPL )yang menerap-
kan tzga jenis tintutan sekallgus bagi pelang-

garan undanv-undang tersebut me]:putl tang

gung]awab dsbldang perdata maup
pldana berupa :

b G

*""dan organisasi lingkungan hidup.

¢.  Pidana penjaza dm atau denda ierhadap"

' "::__51 pe aku '

- Berbicara mengenal peranan (roIe) Poiu-

didalam penegakkan hukum lingkungan hidup
tidak terlepas dari kedudukan (statusnya)
didalam sistim ‘pemerintahan, sistem perta-

hanan-keamanan cian sistem peradxlan p:dana .

seperti diatas. . _
Untuk menmptakan suasana kond usxf dalam

pelaksanaan penegakkan hukum lingkungan '

diperlukan perumisan kebijak_an_'yang terin-

tegrasi (integrated police) dan keterpaduan ma- -
najemen (integrated management} antara Polri-

dengan aparat yang berada dalam criminal jus-

tice systim maupun dengan instansi terkait.

lainnya Perumusaryini bertujuan untuk memu-

dahkan dalam proses operasional penegakkan.

hukum lingkungan dalam prakiek,

- Kebijakan bersama ini dibangun antara lam

ciengan T :

L. Unsur-unsur cummal )astlce system
- {Penyidik, JPU, hakim dan fair-lain). -

2.... Instansi yang menangani -permasalahan

- -Jingkungan: hidup. :
3. -Lemb'iga vang bergerak dlbldaﬂ g pene-
litian dan pengembangan. :
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4. Departemen vang berkaitan : dengan
©perencanaan pembangunan. - fron

5.7 Departemen yang berka;tan dengaﬂ"
undang-undang. S

© 6. Departemen Daldm Negeri.

‘Faktor-faktor yang ' mempengarubi masih

- lemahnya penegakan hukum ]mgkmgan hzdup :
_ . seiama 1m antara iam sebagal benkut

a. _'-_Membayal gantl §<erug1an pada penc‘lenia )
igatan perdata baik oleh masyalakat _
- nstansi pemelmtah mewakili ;nasyal_akat_

1,: Penerapan Hukum iaankungan hzdnp'
 yang tidak sederhana, '

Perangkat peraturan yang digunakan’ oieh ;
aparat penegak- hukum’untuk 111falak_u_1gan tin-
dakanrepresif tidak terlampan sederhana untuk
ditetapkan, -Aparat penegak hukum dituntut
untuk dapat membuktikan-adanya komponen
pencemar yang masuk ke dalam media ling-
kungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi
turun sampai fingkat tertentu serta tidak sesuai-
lagi dengan peruntukannya. .-

2... . Perangkat Hukum Yang Terbatas,

- Perangkat peraturan perundang-undangan
dibidang lingkungan hidup yang ada belum
mencakup keseluruhan obyek pedindungan
lingkungan hidup. Perangkat peraturan yang
sudah ada “seringkali ‘tidak melengkapi
mekanisme’penegakan yang dilakukan: oleh
aparat penegak hukum sehingga apabila
penegak “hukum maupun masyarakat
kebingungan, bahkan seringkali timbul dugaan
adanya kolusi dikalangan peregak hukum.

3 I(emampﬁén Teknis Penegak Hukum.

Pe1kembangan ilmu pengetahuan dan tek-

~ nologi menuntut ketrampilan penégak | hukum

mgkungan menguasainya untuk mengan-
tisipasi bila terjadi dampak negatif dalam
perjalanannya. Kemampuan teknis yang ter-




batas, dapat menjadi penyebab macetnya proses
penegakan hukum: mulai dari tingkat penyi-
dikan sampai dengan proses pengadilarmau-
pun pelaksanaan penegakan hukum admi-
nistrasi. -

‘Disamping faktor-fakter yang mempengaru-
hi lemahnya penegakan hukum lingkungan
tersebut diatas, juga terdapat pula peluang yang
dapat mendorong peningkatan efektifitas pe-
negakan hukum mgkunoan antara lam sebagal
benkut
1. -'-Penegakan Hukum’ Emgkungan dapat

* dilakukan tidak hanya melalui proses

- peradilan, namui-dapat dilakukan me-

" lalid peﬂegakan hukum administrasi dan
' mieditasi sebelum akibat dari pelanggaran

* terhadap Imgkungan hldup muncul

“dipermukaan. -

2. Tidak memberikan toleransi yang ber-

lebihan pada pelanggar hukum ling-
kungan hidup, karena hal ini dapat mem-
beri peluang lemahnya proses penegakan
‘hukunvlingkungan dan menimbulkan
- ketidakpastian hukum maupun merosoi-
_nya wibawa hukum dan kredibilitas
apatat penegak hukum atau pemerintah,
3. lembaga penegak hukum dan peradilan
" yang mandiri serta transparansi dalam
proses penegakan hukum lingkungan,
sehingga memacu adanya kontrol sosial
masyarakat dalam mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam
praktek penegakars hukum.

Dengan adanya faktor-faktor yang mem-
pengaruhi tersebut di atas, kiranya kita akan
lebih obyektif dan arif didalam penetapan ke-
bijakan serta arah penegak hukum lingkungan
yang pada hakekatnya berisi upaya-upaya

penanggulangan terhadap pencemaran dan
pengruszkan lingkungan hidup di negara kita.

Sebagaimana telah diutarakan di atas
bahwa, didalam melaksanakan fanggungjawab-
nya dibidang pengelolaan lingkungan hidup,
maka pemer;ntah menagansican kebl;aksanaan_
dan melakukan tindakan yang mendorong
dzﬁnvkatkannya upaya pelestarian kemampuan”
lingkungan hidup untuk menunjang pem-
bangunan yang berkesinambungan kebijak-
sanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana
tersebut diatas telah dlatm dengan perundlang-
undangan, -

Hal itu berarti bahwa terhadap pelaku atau
calon pelaku pencemaran atau perusak ling-
kungan hidup harus diberi Penyuiuhan, Bim-
bingan sampai benar-benar memahami kewa-
jibannya untuk melestarikan lingkungan
sebelum penerapan pasal 34-335 UU No, 23
tahun 1997 tersebut diatas. Dengan demikian
tindakan penyidikan dilakukan sebagai upaya
terakhir dalam penegakan ketentuan perun-
dang-undangann lingkungan hidup.

Dalam penanganan setiap kasus pence-
maran dan pengrusakan lingkungan hidup,
penyidik Polri senantiasa berkoordinasi dengan
apara pemerintah setempat (Pemda) sesuai
surat edaran Menter] Kependudukan dan Ling-
kungan Hidup Rl nomor03/SE/MENKLH/ 6/
1987, tentang prosedur penanggulangan kasus-
kasus pencemaran dan pengrusakan ling-
kungan hidup guna terwujudnya penyidikan
yang terpadu (integratif).

Peran Poiri didalam penanggulangan
pencemaran pengrusakan [ingkungan tetap
berfumpu pada strategi pencegahan dan
penangkalan sementara partisipasi masyarakat
terus ditingkatkan, sebagaimana yang telah

"diamanatkan oleh GBHN 1993. Dengan
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emlif dan Preventif melalui bimbmgan“dan'

penyuluhan dengan bekerja sama dengan
pihal-pihak yang terkait, baik F81 ner mtah
swasta maupun warga masyarakat: 0

“Dalam kaitan i peneem]au zak dan i\e—'
wajiban menjadifokus utama, dengan demikian
tindakan represif akan merupakan alternatif
akhir manakala terjadi tindak pidana sesuai
ketentuah petundang:undangan yang berlaku.
Tindakan vepresif berupa-penyidikan kasus
ps,éana lingkungan hidup harus menimbutkan
dampak jera bagi pelaku dan pihak fain se-
hingga tmdal\an 1epres;f hams bmdampak
ple’vennf

Peranan Polri didalam pmeoai\an peraturan
perundang-undangan lingkungan hidup dajam

rangka penangguia%an pencemaran dan..

pengrusakan lmokuncran hama dapal berhasil -

- ‘terhadap egiatar dan Ymbah-limbah mereka
'..se hingza lebih berwawasan lingkungan.

mata: %}ahwa issu pemem
mgkungan ndup seringkali il )
pikak-pihakiyang t t:dak erlang
untuk membangkitkan ak pro
bahkan pengrusakan pada pemsahaan/ in-
duslri yang dianggap sebagai penyebabnya. Hal
ini tentunya tidak kita ingini, sebab dapat

u;} oler
gung jawab

sunjuk rasa,

menimbulkan kerugian yang besar maupun
korban plhai\-plhak yang tidak bersalah
I(aren_anya-“pera' erta’ masyarak
unfuk mempeéroleh masukan yang ber guna bagi
penegakan hukum.

Bagi masyarakal yang terkena dampak pen-

- cemaran atau pengrusakan lingkunigan oleh
“Industri dapat menyalurkan peran serta melalui

pelaporan kepada instansi pemerintah serta
memberikan saran pemecahan yang saling
menguntungkan dan tidak cenderung bersikap
egois:Dengan memahami posisi dalarm pelak-
sanaan pembangunan serta memahain:tujuan
yang kendak dicapai dalam pemulthan kemba
§mc}\ungan selxliamya '

Bagl pengusaha Industri yang mengelo
kegiatan'dengan resiko menimbulkan per-
masalahan terhadap lingkungan hidup, peran
serfanya diharapkan sebagai "Industii yang
ramah lingkungan' dapat dzwu;udkan melalui
upava-upaya pengelolaan secara konsepsional

Al\hunya, pelaksanaan penegakan hukum
yang terformulasikan di dalam integrated na-

 tional enforcement dan integraled compliane

policy akan dapal menghindari dan mengu-
rangi perbiedaan persepsi serta mengatasi
kendala dalam proses penyidikan kasus-k asus
I\ejahataﬂ ]mgl\urzaan hidup. -
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